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624 KIMU Diduga Tidak Tepat Sasaran

JAKARTA - Setelah dicek
data, sebanyak 624 pemegang
Kartu Jakarta Mahasiswa Ung-
gul (KIMU), diduga tidak tepat
sasaran. Menurut Kepala Dis-
dukcapil Jakarta, Budi Awal-
uddin, Selasa (12/3) saat ini to-
tal ada 19.000 lebih pemegang
KJMU.

“Dari jumlah 19.999, seba-
nyak 624 tak sesuai dengan tiga
parameter pemadanan data.
Salah satunya dokumen kepen-
dudukan terkait domisili. Itu
temuan sementara berdasar-
kan pemadanan data. Mereka
ini perlu dicek kembali,” tutur
Budi.

Lebih jauh Budi, menje-
laskan, parameter pemadan-

an data, selain berdasarkan
padanan dengan data hasil
penataan dan penertiban do-
kumen kependudukan sesuai
dengan domisili, juga data sis-
tem informasi administrasi ke-
pendudukan (SIAK) terpusat,
Kemudian, pekerjaan kepala
keluarga (KK) penerima KIMU,

Untuk itu, Budi berupaya
menyediakan basis data ke-
pendudukan yang akurat agar
program-program  Pemprov
Jakarta bisa tepat sasaran.
Budi merinci dari 624 orang,
sebanyak 577 perlu diverifika-
si berdasarkan padanan data
kependudukan sesuai dengan
domisili.

Ini antara lain karena pin-

dah ke luar Jakarta (329 orang),
tidak dikenal (125), dikenal,
namun tidak diketahui ke-
beradaannya (119), dan RT
tidak ada (4). Selanjutnya, 33
orang berdasarkan pekerjaan
KK tidak berpenghasilan ren-
dah. Mreka ada dosen, karya-
wan BUMN/BUMD, PNS, kon-
sultan, anggota lembaga tinggi
negara.

Lalu, 14 orang lainnya tidak
sesuai  dengan berdasarkan
padanan data SIAK Terpusat.
Merujuk tiga parameter ter-
sebut, padanan data kependu-
dukan sesuai dengan domis-
ili paling banyak. Maka, Budi
mengimbau agar warga tertib
administrasi kependudukan.

Warga bisa memeriksa sta-
tus NIK-nya aktif atau tidak

melalui https://datawarga-
dukcapiljakarta.go.id/. Pe-
merintah  Provinsi  Jakarta

berkomitmen untuk terus me-
lanjutkan program KIMU. Ini
salah satu bentuk bantuan so-
sial bidang pendidikan. Bansos
ini merujuk Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD.
“Namun, bansos ini sifatnya
selekiif dan sementara. Artinya,
diberikan tidak terus menerus.

Kecuali dalam keadaan terten-
tu dapat berkelanjutan,” tandas
Budi.

Lebih jauh Budi menguta-
rakan, sebagai bagian dari
langkah selektif, Pemprov me-
netapkan  sejumiah  criteria.
Selain itu, Pemprov juga me-
lakukan pemadanan data. Tu-
juannya, untuk memastikan
penerima KIMU adalah warga
yang benar-benar layak mene-
rima.

Dinas Pendidikan berwe-
nang melakukan verifikasi data
yang diberikan oleh maha-
siswa ketika mendaftar sebagai
penerima KJMU. Salah satunya
dengan memeriksa langsung
ke lapangan. = Ant/G-1



